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ABSTRAK

Dalam masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia terkhusus Non Muslim
mempunyai beberapa hak dan tanggung jawab, seperti hak atas keadilan, hak
berekspresi, martabat, kedaulatan negara, dan lain-lain. Indonesia menjunjung
tinggi hak setiap warga negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tertinggi
berdasarkan UUD Pancasila 1945. Hal ini mencakup partisipasi dalam politik dan
bisnis, yang penting untuk mendorong pluralisme dan menjamin vitalitas negara.
Mewujudkan hak-hak ini sangat penting untuk mencapai tujuan bangsa. Tujuan
dari penelitian ini adalah sesuatu hak bagi warga Non-Muslim, bersosial antar
agama, dan negara memiliki tujuan hendak dicapai. Tujuan disini berfugsi sebagai
landasan agar tujuan dikerjakan tidak melenceng keluar dari sebuah tujuan.
Kerukunan umat beragama harus saling terjalin, bersosial antar agama merupakan
modal yang sangat berharga bagi kelangsungan kehidupan seluruh masyarakat.

Jenis penelitian ini yang digunakan penyusun yakni penelitian lapangan
(field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis dan sumber data
yang digunakan adalah sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan
Tokoh Agama dan Masyarakat Kota Semarang. Sumber data sekunder juga
diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, undang-undang, peraturan-peraturan dan
lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Hukum Islam dan Hak
Konstiusional.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Non-Muslim mempunyai hak-hak
dalam Islam dan Konstitusi, termasuk hak politik dan hak sosial. Mereka
dianggap setara dengan umat Islam dalam hal hak untuk berpartisipasi dalam
masyarakat dan, berpartisipasi ‘dalam/ pemerintahan masyarakat. Islam bertujuan
untuk melindungi.hak-hak ‘non-Muslim' dengan mendoreong " partisipasi mereka
dalam kegiatan keagamaan dan memastikan hak-hak mereka dihormati. Ini adalah
aspek mendasar: datam Jslamy danskonstitusi, karenaymenjamin bahwa semua
individu mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam "kegiatan masyarakat dan
berpartisipasi dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kesetaraan ini
penting bagi kesejahteraan semua warga negara, apapun agamanya.

Kata Kunci : Hak Non Muslim, Sosial Politik, Hukum Islam



ABSTRACT

In a pluralistic society, Indonesian society, especially non-Muslims, has several
rights and responsibilities, such as the right to justice, the right to express oneself,
dignity, state sovereignty, and others. Indonesia upholds the right of every citizen
to uphold the highest values based on the 1945 Pancasila Constitution. This
includes participation in politics and business, which are important to encourage
pluralism and ensure the vitality of the state. Realizing these rights is very
important to achieve the goals of the nation. The purpose of this study is
something that is a right for non-Muslim citizens, socializing between religions,
and the state has a goal to be achieved. The goal here functions as a foundation
so that the goals are carried out do not deviate from a goal. Religious harmony
must be intertwined, socializing between religions is a very valuable capital for
the continuity of life of the entire community.

The type of research used by the compiler is field research. The nature of this
research is descriptive-analytical and the data sources used are primary data
sources from interviews with Religious Figures and the Semarang City
Community. Secondary data sources are also obtained from books, articles,
journals, laws, regulations and others. In this study, the researcher uses the
theory of Islamic Law and Constitutional Rights.

The results of this study indicate that non-Muslims have rights in Islam and the
Constitution, including political rights and social rights. They are considered
equal to Muslims in terms of the right to participate in society and participate in
the governance of society. Islam aims to protect the rights of non-Muslims by
encouraging their participation in religious activities and ensuring that their
rights are respected. This'is:a fundamental aspect of Islamiand the constitution, as
it guarantees that.all individuals have the right to participate in community
activities-and-participate in' decisions made by ‘the government. This equality is
important for the welfareof all'citizens, regardless of religion.

Keywords: Non-Muslim Rights, Social Politics, Islamic Law
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Dalam kehidupan berbangsa, masyarakat mempunyai beberapa hak

dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi. Misalnya hak atas perlindungan
hukum, hak berekspresi, hak beragama, hak pertahanan negara, dan hak-hak
lainnya.! Di Indonesia, kebebasan seluruh masyarakat Indonesia untuk
menganut agamanya dilindungi berdasarkan Pancasila, UUD 1945. Hal ini
sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Mereka
menganut agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya. Semua warga negara yang tinggal di wilayah tersebut
dijamin menganut berbagai agama, bukan hanya satu agama. Mencapai
kerukunan umat beragama bukanlah perkara mudah.?

Saat ini, negara ini tidak didasarkan pada satu keyakinan, tetapi pada
banyak keyakinan yang dianut oleh masyarakatnya. Dalam negara demokrasi,
tidak ada perbedaan antara hak penganut satu Keyakinan dan penganut agama
lain. Negara memandang . hak-hak ,warga negaranya sama selama mereka
menjadi warga negara negara tersebut.® Para pendiri Indonesia telah berhasil
menyepakati pilihan landasan nasional yang tepat bagi karakter negara.

Pilihan mereka begitu orisinal sehingga Indonesia menjadi negara modern

! John Kelsay, Agama dan hak-hak asasi manusia, (Inst Dian, 2007), him. 16.

? Fitriyani dan Dedy, “Pola Interaksi Sosial Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di
Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja”, Thesis, Universitas Islam
Negeri Alaudin Makassar (2022), him. 6.

* Dudi Badruzaman, "Hak-Hak Politik Warga Negara Non-Muslim Sebagai Pemimpin



yang berwatak religius. Rumusan istilah sebenarnya didasarkan pada karakter
negara. Mereka tidak hanya mampu menghilangkan pengaruh ide-ide negara
patrimonial yang membentuk sejarah Kepulauan pra-Klonial, tetapi mereka
juga secara kreatif memadukan berbagai ide politik yang berkembang di masa
depan negara modern, juga membuat anak-anak bangsa menjadi lebih kreatif.*
Keberadaan bangsa menurut Islam bukan sebagai tujuan utama
(Ghayah), akan tetapi hanya merupakan sebuah sarana (Wasila), yakni sarana
untuk mewujudkan kesejahteraan kemakmuran dan keadilan ditengah
manusia. Dengan kata lain, karena keberadaan negara merupakan instrumen
atau sarana, maka masuk akal bahwa bentuk dan sistem pemerintahan tidak
pernah disebutkan secara eksplisit dalam alquran maupun hadits.> Hak non-
Muslim atas kebebasan berkeyakinan dan beribadah dalam Islam tidak
memaksa mereka untuk berpindah keyakinan dan masuk Islam, meskipun
Islam mewajibkannya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Bagarah: 256
sebagai berikut:
T o181 Gl 38 0o B G CAN S Gl o0 B Bl iy i i 53040
Y Sl V3" i 20
Oleh karena itu, pemerintah tidak bermusuhan secara iman atau
agama terhadap non-Muslim yang hidup di bawah naungan pemerintahan
Islam (khilafah). Kami mendasarkan keputusan kami pada hak-hak politik

non-Muslim berdasarkan prinsip kewarganegaraan penuh yang diabadikan

Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Jurnal Supremasi (2019), him. 19.

* Asad Said, Negara Pancasila, (Jakarta: LP3ES, 2012), him. 10.

> Qorizha Islamiah Ningrum, "Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata
Negara", Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 8:2 (2022), him. 66.



dalam Piagam Madinah dan Konstitusi Islam: prinsip bahwa non-Muslim
adalah warga negara seperti halnya orang beriman.” Mereka semua berhak
menasihati dan dinasihati serta diperlakukan dengan baik, tidak dengan
perlakuan jahat.

Sekarang setelah kebenaran dan kesalahan terungkap, keyakinan
agama tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, mereka yang menolak segala
dosa dan percaya kepada Tuhan sedang berpegang pada tali yang sangat erat
yang tidak akan pernah putus. Islam menawarkan kesempatan kepada
manusia untuk menggunakan pikiran murni mereka untuk menemukan
kebenaran selama mereka hanya mengikuti nafsu dan mencarinya untuk
membebaskan diri dari pengaruh mereka, iman kepada Tuhan harus muncul
setelah inti kebenaran ditemukan. Begitu iman mereka kepada Tuhan kokoh,
mereka pasti akan menemukan kebenaran. Tuhan harus bertumbuh dan segala
pengaruh dari orang lain dan dosa harus dihilangkan. Namun suasana seperti
itu tidak bisa dipaksakan. Itu harus muncul dari realisasi diri. “Dan Allah
Maha Mendengar lagi . Maha  Mengetahui, Dia_mengabulkan permintaan
petunjuk-hamba-Nya.™ Dia tahu bahwa pelayan itu ‘sedang berusaha mencari
tahu kebenarannya. Ayat ini sungguh menjadi tantangan bagi umat manusia
karena Islam itu benar. Masyarakat tidak dipaksa untuk menerimanya, namun
hanya diminta untuk berpikir tentang Islam sebanyak yang mereka pikir akan

membuat mereka menjadi lebih baik.?

® Al- Bagoroh (2): 256.

" Farid Abdul Khaliq and Faturrahman A. Hamid, Fikih Politik Islam (Amzah, 2005),
him. 7.

® Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 1 (Singapura:Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), him. 623.



Peran dan pengaruh agama tentunya menjadi faktor yang sangat
penting dalam kehidupan manusia. Agama merupakan cerminan wujud
spiritual yang ada dalam diri manusia dan dipandang sebagai pedoman untuk
menjamin perdamaian dalam hidup. Oleh karena itu agama berperan penting
dalam mengendalikan interaksi sosial manusia antar umat beragama.

Sedangkan bagi Wilson, agama tidak saja memberi arti pada diri
manusia itu sendiri. Tetapi lebih jauh, berdampak dan berfungsi pada tatanan
kehidupan bermasyarakat, salah satu contoh, ketika agama memberi solusi
pada kohesi kepentingan sosial atau dalam rangka melegitimasi status sosial.’
landasan inilah yang menjadi peran dan pengaruh agama tidak bisa
diremehkan. Hal senada juga diungkapkan oleh Emile Durkheim bahwa,
agama merupakan kpntrol terhadap manusia, dengan cara menetapkan aturan-
aturan yang pada akhirnya akan menciptakan keteraturan natural perekatan
hubungan sosial.*

Sosial Politik dan Keagamaan yang berasal dari Non-Muslim
bukanlah hal yang baharu dalam negara yang majmuk seperti_Indonesia, akan
tetapi timbul kekecohan di dalam masyarakat. Bahkan dengan dinamika
sosial politik yang begitu terbuka saat 'ini, memungkinkan masyarakat non
muslim yang minoritas dapat menjadi pimpinan masyarakat muslim
mayoritas.

Selama sistem hukum suatu negara Islam bersifat konsultatif dan

hukum Islam menjadi sumber hukum negara tersebut, maka tidak akan ada

® Turner, Agama dan Teori Sosial, cet. Ke-1 (Yogyakarta: IRCisoD, 2003), him. 189



satu pun hukum negara yang melanggar satu prinsip dasar Islam yang baku,
dan ini adalah persoalan kebenaran politik keadilan sosial. Suatu sistem
adalah sistem hukum Islam apabila diwujudkan bagi semua orang yang ada di
dalamnya, meskipun struktur dan namanya berbeda.™

Tidak hanya terbatas pada hak untuk berpartisipasi dalam urusan
negara, tetapi juga partisipasi dalam kegiatan politik keagamaan merupakan
salah satu hak yang juga harus dijamin oleh negara. Seperti saat memberikan
pendapat saat negosiasi. Hal ini harus diperhatikan untuk menjaga pluralitas
yang ada melalui perdamaian. Oleh karena itu, keunggulan kedua hak
tersebut di atas menjadi perhatian setelah hak hidup di negara. Realisasi
keduanya sangat mempengaruhi vitalitas negara.

Tujuan kebijakan agama adalah proses penciptaan dan distribusi
kekuasaan dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk proses pengambilan
keputusan dalam kegiatan sosial. Politik agama juga dianggap sebagai seni
dan ilmu untuk memperoleh kekuasaan, baik yang konstitusional maupun
non-konstitusional. Initah sebabnya mengapa politik menjadi sangat seksi jika
dipadukan dengan agama. Sebab, ‘masyarakat sangat mudah terindoktrinasi
dengan embel-embel ‘agama di balik ‘politik. Akibatnya, sebagian orang
menggunakan agama sebagai alat politik untuk melemahkan kekuasaan,

merebut kekuasaan, atau merebut kekuasaan yang sudah ada.

1% 1bid, him. 85.

1 Choirun Nisa, “Hak-hak Politik Warga Negara Non-Muslim dalam Pandangan Hukum
Islam dan Hukum Positif,” Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2017), him. 21.



Baru-baru ini terdapat penolakan terhadap kehadiran gereja di kota
Semarang pada khususnya, dan Jawa pada umumnya. Kelompok Islamlah
yang menolaknya. Banyak umat beragama di beberapa kompleks perumahan
di Semarang kini saling menghormati dan bekerjasama dalam pembangunan
lingkungan. Sayangnya, suasana tersebut dirusak oleh gelombang penolakan
terhadap kehadiran gereja di tengah komunitas Muslim.*?

Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji perilaku keagamaan dalam kaitannya dengan
terjadinya permasalahan sosial di Provinsi Jawa Tengah yang cukup toleran.
Salah satu kota yang paling toleran adalah Semarang. Kota Semarang
menempati peringkat ke-19 dalam daftar 50 kota paling toleran di Indonesia.
Kota Semarang menduduki peringkat ke-19 karena toleransinya yang tinggi,
namun tidak menutup kemungkinan Kota Semarang tidak mempunyai kasus
intoleransi.

Penolakan tempat ibadah dengan alasan apapun tidak dibenarkan.
Sebagai bagian dari_pengamalan ajaran agama, umat beragama memerlukan
ruang yang dirancang khusus untuk melaksanakan ibadah-keagamaan. Namun
keberadaan tempat ibadah di lokasi atau lingkungan sosial yang tidak sesuai
dapat menimbulkan gangguan dan gangguan bagi pihak lain.
Ketidaknyamanan yang terus-menerus dapat berkembang menjadi kebencian

dan mengarah pada tindakan permusuhan.

© “Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat,”

http://gpibkinasih.net63.net/index.php?p=2 , akses 15 oktober 2023.


http://gpibkinasih.net63.net/index.php?p=2

Sejalan dengan tujuan tersebut, lahirnya Surat Keputusan Umum
(SKB) pada tahun 1969 dipandang sebagai salah satu solusi tepat untuk
menjaga kerukunan antar umat beragama. Di satu sisi umat beragama
mempunyai hak untuk mendirikan tempat ibadah, namun pelaksanaan hak
tersebut harus diatur agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat
mengganggu hubungan antar umat beragama.*®

Seperti yang terjadi di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang, Penghalangan terhadap pembangunan rumah
ibadat GBI Tlogosari terjadi secara berkala dan dilakukan secara terus
menerus selama lebih dari 20 tahun. Melalui kasus GBI Tlogosari, dapat kita
lihat beberapa pola tindakan penghalangan pendirian rumah ibadat. Misalnya:
menghembuskan isu-isu yang tidak berdasar dengan tujuan mendeskriditkan
gereja, menekan lurah atau kepala daerah, hingga mobilisasi masa untuk
“menggeruduk” gereja.

Mengingat latar belakang di atas dan pentingnya data mengenai situasi
sosial-politik_dan agama non-Muslim di negara-negara. mayoritas Muslim,
kami‘melakukan ‘penelitian tni‘untuk membuat data lebih-mudah diakses oleh
pemerintah dan masyarakat. Penting untuk ~ dipertimbangkan ketika
menentukan dan menetapkan kebijakan di masa depan. Ini adalah penelitian
lebih lanjut pada: “Hak Sosial Politik dan Keagamaan non Muslim di

Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Kota Semarang)”.

¥ Hasil Kajian Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama



B. Rumusan masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam Penulisan Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Perspektif Hak Konstitusional Terhadap Hak Sosial dan
Keagamaan Non-Muslim di Kota Semarang?

2. Bagaimana Pemenuhan dan Jaminan Hak Sosial Politik dan
Keagamaan Non Muslim di Kota Semarang Menurut Hukum

Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai. Setiap orang, setiap
kelompok sosial, bahkan suatu negara mempunyai tujuan yang harus
dicapai. Tujuan di sini menjadi landasan untuk menjamin bahwa apa
yang dilakukan tidak melenceng dari tujuan. Demikian pula penelitian
ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan arah
penelitian yang sebaiknya diambil.; Tujuan penelitian harus berkaitan
dan konsisten dengan masalah yang ‘dirumuskan dalam fokus
penelitianiatau rumusan masalah.™

1. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui bentuk hak konstitusi di Indonesia terhadap
hak sosial politik dan keagamaan non muslim di Negara

mayoritas muslim terkhusus di Kota Semarang

Tentang Keputusan Bersama Menterii Agama No. : 01/Ber/Mdn-Mag/1969.
' Siti Qoniah, “Analisis Kepemimpinan Non Muslim Menurut Figih Hukum Tata Negara
di Indonesia, ” Jurnal, VVol. 5:2 (Pemerintahan dan Politik Islam 2020), him. 152.



b. Untuk mengetahui pemenuhan dan jaminan hak sosial politik
dan keagamaan non muslim di Negara mayoritas muslim
Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti

adalah sebagai berikut:

2. Manfaat teori/akademik

a. Kegunaan akademis penelitian ini adalah memberikan
sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya
dan hukum ketatanegaraan pada khususnya, serta dapat
dijadikan bahan masukan bagi proses penelitian selanjutnya
terkait hak politik non-Muslim dalam  perspektif
yurisprudensi Islam.

b. Peneliti, penelitian ini menjadi salah satu kewajiban sebagai
seorang mahasiswa dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi serta
salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh
gelar Sarjana Starata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata
Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negert Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Manfaat ~ Praktis Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan
pemikiran kepada mahasiswa dan masyarakat luas yang merupakan
bagian dari pemerintahan dan bangsa. Kajian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi dan masukan pemikiran mengenai hak-hak

sosial-politik dan keagamaan non-Muslim.
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D. Telaah Pustaka

Berdasarkan survei peneliti ditemukan bahwa beberapa penelitian
terdahulu mempunyai kesamaan permasalahan yang ingin diteliti, namun
disisi lain terdapat perbedaan inti permasalahan yang ingin diteliti dalam
penelitian ini. Akan dijelaskan pada paragraf berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Choirun Nisa dengan judul
“Hak-Hak Politik Warga Negara non-Muslim Sebagai Pemimpin Dalam
Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif>."® Studi pada tahun 2017
menemukan bahwa negara ini tidak hanya dibangun atas dasar satu
keyakinan, namun banyak agama meyakini terdapat perbedaan hak antara
penganut satu keyakinan dan penganut agama lain. Negara menganggap
warga negaranya mempunyai hak yang sama selama mereka berada di dalam
negara tersebut. Hal ini mengacu pada hak-hak politik, hak-hak warga negara
di negara-negara mayoritas Muslim yang melaluinya individu dapat
berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan
pemerintahan atau pemerintahan. Hal yang umum dalam penelitian ini adalah
pembahasan = mengenai hak politik non-Muslim  sebagai pemimpin
berdasarkan hukum. idslam. /Perbedaan'. penelitian /ini adalah Choilun
membahas hak-hak politik non-Muslim dari sudut pandang hukum Islam dan
hukum positif, sedangkan peneliti hanya membahas hak-hak politik non-

Muslim di negara-negara mayoritas Muslim.

' Choirun Nisa, “Hak-hak Politik Warga Negara Non-Muslim dalam Pandangan Hukum
Islam dan Hukum Positif,” Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2017), him. 21.
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Pada tahun 2017, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa
negara dibangun tidak hanya pada satu keyakinan saja, tapi banyak keyakinan
yang dipercaya perbedaan antara hak-hak yang dimiliki oleh pemeluk
kepercayaan satu dengan yang lainnya. Negara memandang sama hakhak
warga negara selama dia berada dalam negara tersebut. Dengan demikian hak
politik, yakni hak warga negara dalam negara yang mayoritas Islam, dimana
individu dapat ikut andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-
masalah negara atau yang berkaitan dengan urusan pemerintahannya.
Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana hak-hak
politik warga negara non Muslim sebagai pemimpin dalam pandangan hukum
Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah, choirun membahas
hak politik warga negara non-Muslim dalam pandangan hukum Islam dan
hukum positif, sedangkan peneliti membahas terkait hak politik non Muslim
di negara mayoritas muslim saja.

Kedua, skripsi dengan judul “Pandangan Hassan Al-Banna tentang
Demokrasi” oleh Muhamad Pajang Mahasiswa Uniyersitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogjakarta 2015 Datam skripsi ini- membahas tentang
pandangan Hasan al-Banna mengenai demokrasi. Menurut Hasan, banyaknya
partai politik justru merugikan umat karena sikap fanatik al-Banna terhadap
partai politik menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Pandangan
ini berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling

dekat dengan demokrasi konstitusional atau Islam.
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Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jurnal karya Aldi Putra yang
berjudul “Hak dan Kewajiban Warga Negara non Muslim di Negara Islam
menurut Al-Maududi” 2022."" Menurut al-Mawdudi, para peneliti percaya
bahwa di negara-negara Islam non-Muslim mempunyai hak untuk melindungi
kehidupan, harta benda, kehormatan, kebebasan pribadi, kebebasan
berekspresi, berkeyakinan, dan kebutuhan dasar. Penelitian-penelitian
tersebut juga memiliki kesamaan penggunaan pendekatan penelitian
kepustakaan dan metode kualitatif.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Tabrani ZA dan Warul
Walidin dengan judul ‘“Hak-Hak non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep
Dien wa Ni’mah dan Pluralisme Agama di Indonesia”.'® Sebuah studi tahun
2017 menemukan bahwa Ahl al-Jimma secara historis adalah komunitas non-
Muslim yang setuju untuk hidup di bawah tanggung jawab dan jaminan
Muslim atas perlindungan dan keamanan. Misalnya, hak atas tempat tinggal
dalam komunitas Muslim. Namun, karena al-al-Jima adalah seorang non-
Muslim, ia tidak diperlakukan. sama_ seperti ‘Muslim dan tidak dapat
menduduki posisi ‘strategis dalam ‘pemerintahan. Negara tidak mengizinkan
mereka menjadi pemimpin politik atau anggota dewan musyawarah.
Berdasarkan penelitian tersebut, Tabrani ZA dan Warul Walidin membahas

tentang hak-hak non-Muslim dalam pemerintahan. Mengenai konsep Dien wa

'* Muhamad Pajang, “Pandangan Hassan Al-Banna tentang Demokrasi,” Skripsi,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta, (2015).

7 Aldi Putra, “Hak Dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim di Negara Islam Menurut
Al-Maududi,” JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol. 2:1, (2021).
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Neema dan pluralisme agama di Indonesia, penulis membahas tentang hak-
hak politik non-Muslim pada mayoritas Muslim.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Any Rahmawati dengan judul
“Interaksi Sosial Keagamaan antara Umat Islam dan Umat Tri Darma (Studi
kasus di desa penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal) 2012.%°
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Artinya, penyidikan hanya
didasarkan pada peristiwa di tempat atau lokasi tersebut, termasuk faktor
internal (seperti keyakinan, metode keagamaan, rasa tanggung jawab,
pengetahuan pribadi, dan sebagainya). Sedangkan faktor eksternal adalah
lingkungan lokal sekitar.

Apa yang penulis tuliskan dalam tulisan ini tentu saja berbeda dengan
tinjauan pustaka di atas yang membahas tentang relasi agama dan negara
dalam pemikiran politik Islam Indonesia. Analisis Pemikiran Politik Bahati
al-Effendi (karya Muhammad Fawzan Naufal), Pemikiran politik Hasan al-
Banna dan pengaruhnya terhadap Mesir tahun 1928 hingga 1949 (karya
Mahfud. Isanuddin), Hasan al-On Demokrasi -Pandangan Banna (karya
Muhammad Pajan). Namun dalam penelitian ini peneliti ‘lebth fokus pada
hubungan agama dan politik dari sudut pandang Hukum lIslam serta relevansi

agama di Indonesia untuk menghindari plagiarisme.

® Tabrani Z. A. dan Warul Walidin, "Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan:
Konsep Dien wa Ni’mah dan Pluralisme Agama di Indonesia." Al-1jtimai: International Journal of
Government and Social Science Vol. 3:1 (2017).

® Any Rahmawati, “Interaksi Sosial Keagamaan antara Umat Islam dan Umat Tri Darma
(Studi kasus di desa penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal,” Skripsi, 1AIN
Walisongo Semarang, 2012.
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E. Kerangka Teoretik

Kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan
sebagai prespektif dalam melakukan penelitian.
1. Hukum Islam
Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum” dan “Islam”.
Kata “Hukum Islam” sebagai rangkaian kata telah menjadi kosa kata bahasa
Indonesia yang hidup dan terpakai meskipun dalam bahasa Arab tidak
terpakai dan bahkan tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan literatur Arab
lainnya. Literatur bahasa arab maupun peristilahan hukum Islam biasa
menggunakan kata “fiqith” dan “syari’ah”. Syari’at atau hukum syara’
diartikan sebagai perangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang
ditetapkan secara umum dan dinyatakan secara langsung oleh Allah SWT dan
Rasulnya. Sedangkan figih secara sederhana diartikan sebagai hasil penalaran
pakar hukum (mujtahid) atas hukum syara’ yang dirumuskan dalam bentuk
aturan terperinci.® Sedangkan Nurcholis Madjid tidak membedakan makna
antara Fikih dan Hukum Islam, dalam artikelnya yang berjudul “sejarah awal
penyusunan dan pembukuan hukum Islam” lebih banyak menyebutkan fikih
sebagai sinonim.dari_hukum Islam“dalam konteks esensi dan pemahaman
secara umum.”*
Menurut Hasbi Ash-Siddiqui kata hukum dalam bahasa Arab berasal

dari kata al-hukum yang berarti memutuskan sesuatu mengenai sesuatu atau

2% syarifuddin, Meretas kebekuan ijtihad: isu-isu penting hukum Islam kontemporer di
Indonesia, (Ciputat Press: 2002), him. 4.

! Budhy Munawar Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah,
(Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), him. 237.
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mengecualikan sesuatu dari padanya. Ibnu Hazm mengartikan hukum sebagai
pelaksanaan keputusan dalam segala hal. Abdoelouf mengartikan hukum
sebagai suatu peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang
menetapkan kewajiban dan hak. Menurut Abdul Karim Zaidan, kata “hukum”
digabungkan dengan kata “Islam” (hukum Islam), sehingga hukum Islam baik
yang berupa pedoman (perintah dan larangan) mengenai perbuatan para
Mukhallaf dikatakan demikian Firman Tuhan tidak hanya berupa suatu
keputusan (untuk melakukan atau tidak melakukan), tetapi juga sebagai
sebab, syarat, atau hambatan hukum.*?

Jika ditinjau dari terminologi hukum Islam, tentu saja tidak terlepas
dari istilah-istilah Arab yang mempunyai makna terkait. Hukum Islam telah
menjadi konsep tersendiri dalam kajian Islam. Hukum Islam merupakan
gabungan antara Syariah dan Figh dan diartikan sebagai seperangkat
peraturan yang berdasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang
perilaku manusia mukallaf yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua
orang, yang beragama Islam.?

Istilah hukum™Islam secara umum ‘sama dengan istilah fikih. Jadi,
hukum Islam atau yurisprudensi dalam kajian Islam oleh para ulama dibagi
menjadi banyak mata pelajaran antara lain fikih ibadah, muamalah, jinayah ,
siyasah, munakahah dan lain-lain. Setelah itu, karya-karya tersebut ditulis

menjadi buku oleh para ulama yang mengangkat tema-tema di atas. Buku-

2> Ahmad Takwim, “Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional dan
Fundamental,” (Semarang: Walisongo Press, 2009), him. 4.

> Mahsun Fuad, “Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga
Emansipatoris,” Jurnal, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2005), him. 15.
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buku tersebut merupakan hasil pemikiran mujtahid di suatu wilayah atau
wilayah dan mewakili reaksi mujtahid terhadap fenomena sosial di wilayah
tersebut. Buku-buku figh merupakan kumpulan atau rangkuman pendapat-
pendapat ilmiah, bukan hukum-hukum yang harus diikuti. Oleh karena itu,
nilai sangatlah relatif dan bersifat sementara. Jadi dari banyak perbuatan baik
kitab fikih tidak ada satu pun ulama mengutarakan pendapatnya adalah yang
paling benar dan patut diikuti. Status Hal ini menunjukkan bahwa hukum
Islam fikih selalu mengalami perubahan dan hal-hal yang berbeda
berdasarkan waktu dan wilayah.

Memahami hukum Islam (figih) sebagai sebuah entitas aturan yang
mengatur kehidupan umat Islam, menurut seorang penulis tentang hukum
Islam yaitu Juhaya S. Praja, dalam pengantar buku karya Supriyadi
mengatakan sebagai berikut: “Terdapat dua dimensi dalam memahami hukum
Islam. Pertama, Hukum Islam berdimensi llahiah karena ia diyakini sebagai
ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna dan Maha
Benar. Dalam dimenpsi ini, hukum [slam diyakini oleh.umat Islam sebagai
ajaran suci dan sakralitasnya senantiasa ‘dijaga. Dalam pengertian seperti ini,
hukum Islam dipahami sebagai syari’at yang cakupannya begitu luas, tidak
hanya terbatas pada masalah figih dalam artian terminologi. la mencakup
bidang keyakinan, amaliah dan akhlak. Kedua, Hukum Islam berdimensi
Insaniyah. Dalam dimensi ini, Hukum Islam merupakan upaya manusia
secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan

melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan



17

magqasid. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk
pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan
istilah ijtihad atau (secara teknis) istinbat al-ahkam.?

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum
Islam yang menggunakan hukum ijtihad sebagai proses pemahaman Kkitab
syariat agama (dalil). Hal ini sesuai dengan hakikat hukum Islam (figh) itu
sendiri yang terbuka terhadap penafsiran sepanjang tidak bertentangan
dengan maksud syara’. Tafsir ini kemudian menjadi fikih Islam Madhab
Imam. Ada empat perbedaan antara Syariah dan Figih. Pertama, syariat
ditentukan oleh syariat (Allah) dan figih ditentukan oleh manusia (mujtahid
atau fugoha). Kedua, syariah mempunyai sifat wahyu dan figh mempunyai
sifat ijtihad (dengan campur tangan rayu). Ketiga, ada kebenaran mutlak dan
kebenaran relatif dalam syariah. Keempat, Syariat bersifat abadi dan
universal, sementara dan lokal. Dengan demikian hukum shara dan hukum
figih termasuk dalam hukum Islam karena mengandung pengertian hukum
shara, dan. hukum figih.®" Oleh —karena 'itu,. perubahan hukum dan
pembaharuan peraturan ‘dalam ‘masyarakat-Islam‘tidak dapat dihindari karena
adanya perubahan yang terjadi dalam Kkehidupan bermasyarakat dan

perubahan nilai-nilai.

** Praja J, “Filsafat Hukum Islam,” (LPPM: Universitas Islam Bandung, 1995), him. 16.
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F. Metode Penelitian

Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan penelitian
ilmiah ini dapat dilaksanakan secara obyektif dan ilmiah serta memberikan
hasil yang optimal, maka penulis telah menguraikan berbagai langkah atau
metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini, dirumuskan
sebagai berikut.

1. Jenis penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan, atau penelitian
lapangan, yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan yang
dilakukan di wilayah kerja penelitian.?® Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif, yang berarti hasilnya tidak diperoleh melalui teknik
statistik atau hitungan lainnya. Penelitian kualitatif juga dikenal
sebagai penelitian naturalistik karena dilakukan pada lingkungan
alam, sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting), tanpa
mengubah lingkungan tersebut dengan menggunakan simbol atau
bilangan.?’
2. Sifat penelitian
Penelitian "ini/ . bersifat. deskriptif: . Penelitian  yang
mendeskripsikan data tentang situasi dan gejala sosial yang terjadi di

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang

25 Badri Khaeruman, “Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial,” (Bandung: Pustaka Setia,
2010), him. 23.

2 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: Ull Press, 2005), him.
34
*’ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam

Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), him. 49.
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komprehensif, utuh dan sistematis mengenai subjek penelitian.?®
Artinya penulis mendapatkan data tentang suatu keadaan dan gejala
secara lengkap dan menyeluruh mengenai Hak sosial dan politik Non-
Muslim di Indonesia dalam pandangan Hukum Islam (studi kasus
Kota Semarang).
3. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif. Menurut Hadari
Nawawi, penelitian deskriptif ialah suatu prosedur pemecahan
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan
suatu keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, masyarakat, dan
lain-lain) pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta-fakta yang
ada.”® Dalam penelitian ini penulis melakukan dari dua jenis
penelitian hukum, yaitu pendekatan penelitian normative dan empiris.
1. Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan
aturan, prinsip, .dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah
hukum:*
2. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris
adalah penelitian hukum yang datanya diperoleh dari data primer,

atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.**

%8 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum,” (Jakarta: Universitas Indonesia
Press, 1986), him. 1.

*® Haidar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Social, (Gajah Mada University Press
Yogjakarta, 1998), him. 63.

30 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana 2010), him. 35.
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4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Sumber data primer yaitu data yang langsung dan diteliti dari
lapangan atau informasi dengan cara wawancara (interview).
Peneliti juga mandapatkan data berupa dokumentasi di lokasi
penelitian. Dan dalam hal ini peneliti mendapatkan
informasi/wawancara secara langsung dari Tokoh masyarakat di
Kota Semarang sehingga data diperoleh dengan benar dan dapat
menjawab permasalahan yang ada.

b. Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh untuk menambah
data yang diperoleh dari data primer, seperti buku, makalah,
majalah, terbitan berkala, artikel, internet, dan informasi lain yang
berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari data primer ini adalah
untuk memperoleh informasi yang benar dan mampu menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang ada,

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara
atau interview secara terarah;
b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui

serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca

3 Ronny Hanitijo Soemitro, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
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dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku
ilmiah dokumen dan tulisan ilmiah maupun informasi lain yang
berhubungan dengan penelitian.
6. Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan
analisis data kualitatif, yaitu dengan Teknik mengolah data dan
menginterprestasikan data-data yang terkumpul sehingga diperoleh
gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang

sebenarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi-ini dibagi dalam lima bab dan terdiri atas beberap
sub bab, yakni:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa subbab,
antara lain: Latar Belakang Masalah (meliputi latar belakang masalah yang
diteliti), Rumusan Masalah. (mendeskripsikan masalah yang diteliti), Tujuan
dan Kegunaan Penelitian (menjelaskan manfaat penelitian), Penelitian yang
dilakukan, fdilanjutkan: dengan-tinjauan pustaka, 'atauyang dapat disebut
dengan tinjauan pustaka, dilanjutkan dengan metode penelitian yang
menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, kemudian kerangka
teori yang membahas tentang teori-teori apa saja yang dapat digunakan dalam
penelitian tersebut, dan yang terakhir bersifat sistematis. Pembahasan

menjelaskan kerangka penelitian.

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar), him. 154.



22

Bab Kedua, yaitu berisi pemaparan tentang teori yang akan digunakan
untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Yakni, Pandangan
hukum Islam terhadap Non Muslim.

Bab Ketiga, yaitu terkait pemaparan tentang gambaran umum Hak
Sosial Politik dan Gambaran Umum Kota Semarang.

Bab Kempat, yaitu berisikan hasil analisis permasalahan bentuk dan
pemenuhan jaminan hak sosial politik dan keagamaan Non Muslim di Kota
Semarang serta dianalisis dengan menggunakan perspektif Hukum Islam.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi saran dan kesimpulan

dari hasil analisis pada penyusunan bab keempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, berikut adalah

kesimpulan yang dapat penyusun simpulkan :

1. Mengenai hak sosial politik dan keagaamaan non Muslim, tiap warga
negara memiliki hak yang sama dengan umat Muslim di dalam hukum
Islam. Hak asasi manusia dan kekuasaan dilindungi oleh
konstitusionalisme. Dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak ini
mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak hidup, kebebasan
berpendapat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan
medis. Di sisi lain, hak masyarakat Rentan termasuk hak untuk mendapat
perawatan dan kemudahan khusus untuk ~mencapai keadilan dan
persamaan.

Selain, pengaturan mengenai' hak beragama sebagai bagian dari Hak asasi
manusia dalam Kkonstitusi maka dalam tataran Undang-Undang terdapat
sejumlah  ‘ketentuan ‘“yanmg. mengatur ““mengenai hak kebebasan
beragama, hak beribadah sebagai bagian dari hak asasi manusia
diantaranya dalam ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu
agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik
secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di

tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau

68
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kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan
pengajaran. Hak dan kebebasan beragama memiliki dua dimensi. Dimensi
pertama adalah forum internum. Dimensi kedua adalah forum
sipil maksudnya, hak dan kebebasan individu untuk beragama.

. Sedangkan di dalam Hukum Islam, Islam melarang umatnya mencaci,
mengganggu orang lain (non Muslim) dalam hal aktivitas keagamaan
maupun pendirian rumah-rumah ibadah selain Islam, manusia diberi
kebebasan menerima agama dari kepercayaannya masing-masing dan
menjaga hak utuh dari agama yang dianut. Jaminan yang diberikan Islam
kepada kaum minoritas non-Muslim, dapat ditegskan kembali bahwa
Islam benar-benar agama rahmatan lil’alamin, agama yang benar-benar
memberikan rahmat bagi semua umat manusia di muka bumi ini yang
tidak terbatas pada umat Islam saja. Hukum Islam, yang merupakan bagian
dari Islam, membawa misi utama untuk terciptanya kemaslahatan manusia
tersebut. Karena itulah maka keberadaan umat lain di negara-negara Islam
tetap akan mendapatkan hak-haknya secara_luas sebagaimana umat Islam,
selama kewajiban-kewajiban™ yang -diberikan " kepada mereka dapat
dipenuhi secara baik. hak dan kewajiban warga negara non muslim yang
menetap di negara Islam, hak yang diperoleh oleh non-muslim yaitu
hak yang sama dengan warga negara non muslim. Hak yang sama itu
adalah perlindungan terhadap hidupnya, hartanya,dan kehormatannya,

perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan
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pendapat dan berkeyakinan, terjamin kebutuhan pokok hidupnya,

dengan tidak membedakan kelas.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Kota Semarang khususnya dan Indonesia umumnya
yang mayoritas Muslim masih menganggap bahwa non Muslim
merupakan kaum minoritas dimana mengenai hak sosial pilitik dan
keagamaannya kurang terpenuhi di wilayah tertentu. Dengan adanya
hukum Islam dan Hak Konstitusional kita harus menyikapi dengan sikap
toleransi sesama Muslim maupun non Muslim sehingga diskriminasi
terhadap kaum non Muslim bisa dihindarkan karna hukum Islam dan
konstitusi megusung persamaan hak dimana setiap warga negara
mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

2. Kepada pemerintah penyusun berharap atau mengambil sikap, pemerintah
selalu menghimbau untuk menumbuhkan dan mempertahankan sikap
saling memahami dan penuh toleransi terhadap sesama penganut agama,
sehingga "pluralisme agama tidak menyebabkan timbulnya peperangan,
pertumpahan darah, dan disintegrasi bangsa.

3. Kepada penulis selanjutnya yang akan mengambil penelitian yang
memiliki tema serupa, diharapkan untuk dapat mengembangkan objek
penelitian dengan sumber data baru agar memperoleh hasil penelitian

yang baru dan akurat.
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